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Batas Perolehan Suara Sah Secara Nasional dalam 

Penentuan Perolehan Kursi Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 

2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 759); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 

tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang 

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan 

Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 379);  

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara 

dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan 

Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam 

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 85): 
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Memperhatikan: 1.   Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara 

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; 

 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 

173/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan 

Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Memenuhi dan 

Tidak Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara Sah 

Secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, dan 

Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon 

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta Calon 

Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2019; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG 

PENETAPAN AMBANG BATAS PEROLEHAN SUARA SAH 

SECARA NASIONAL DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK 

PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 YANG MEMENUHI 

DAN TIDAK MEMENUHI AMBANG BATAS PEROLEHAN 

SUARA SAH SECARA NASIONAL DALAM PENENTUAN 

PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019. 

KESATU : Menetapkan Ambang Batas Perolehan Suara Sah Secara 

Nasional Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Tahun 2019 sebesar 4% (empat persen) dari jumlah suara sah 

secara nasional 139.970.810 (seratus tiga puluh sembilan juta 
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